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ARTICLE INFO ABSTRACT
Cases of bribery and extortion in the procurement of

Qg;ﬁl/ee'ﬂismfy: goods and services at regional drinking water companies
November 24, 2025 demonstrate that corrupt practices remain a significant
Accepted : risk in the public service sector. This study.aims to
January 13, 2026 analyze risk management strategies to prevent bribery, by

examining the case of a procurement official who was

Available Online : . . . .
January 22, 2026 named a suspect for extorting contractors in a plpellne

construction project. The study used a qualitative
approach with a case study, supported by analysis of news

Keywords: documents, academic literature, and risk management
S:gé';'rzmg misc  theory. The results indicate that the potential for bribery
Management and gratification risks arises from the bargaining position

of procurement officials vis-a-vis contractors, weak

internal oversight mechanisms, and minimal utilization of
the whistleblowing system. Required strategies include
Copyright © 2025 by implementing anti-bribery poI|C|es_, transparency t_hrough
Author. Published by e-procurement systems, strengthening internal audits, and

Universitas collaborating with external oversight bodies. By
Abdurachman  Saleh implementing comprehensive risk management, regional
Situbondo drinking water companies can reduce the opportunity for

bribery and improve public service accountability.

1. PENDAHULUAN hubungan langsung dengan pihak

Pengdaan barang dan jasa di sektor ketiga kerap membuka peluang bagi
publik merupakan salah satu area yang oknum untuk melakukan
paling rawan terhadap  praktik penyimpangan. Hal ini tidak hanya
kegiatan korupsi, gratifikasi, serta merugikan keuangan negara, tetapu
penyalahgunaan wewenang. Proses juga menurunkan kredibilitas lembaga

yang melibatkan anggaran besar dan
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penyedia layanan publik di mata
masyarakat.

Dalam konteks perusahaan air
minum daerah, pengadaan barang dan
jasa memegang peran vital karena
berhubungan langsung dengan
pembangunan infrastruktur, distribusi,
serta pemeliharaan sistem yang
menunjang kebutuhan dasar
masyarakat. Namun, berbagai kasus
menunjukkan bahwa pengadaan di
sektor ini masih rentan terhadap
praktik gratifikasi dan pemerasan.
Salah satu contohnya adalah kasus
pejabat pengadaan yang melakukan
pemerasan terhadap kontraktor dalam
proyek pembangunan jaringan pipa,
yang kemudian berujung pada proses
hukum (Amarulah, 2025).

Fenomena pada penelitian
tersebut  mengindikasikan adanya
kelemahan dalam sistem pengawasan
internal maupun eksternal, serta celah
dalam manajemen risiko yang
seharusnya mampu mengantisipasi
praktik gratifikasi sejak awal. Tanpa
adanya sistem yang terstruktur,
peluang terjadinya penyalahgunaan
wewenang oleh pejabat pengadaan
sangat besar, terutama karena mereka
memiliki  posisi  strategis dalam
menentukan jalannya proyek dan
hubungan dengan vendor.

Sementara  itu,  pengadaan
barang dan jasa pemerintah diatur agar
memenuhi prinsip efisiensi,
efektivitas, persaingan sehat,
transparansi,  akuntabilitas, serta
keadilan dan tidak diskrimintaif,
sebagai upaya untuk memastikan
penggunaan anggaran publik yang
benar dan meminimalisir risiko
penyalahgunaan wewenang (Maksum
et al, 2023).

Berdasarkan sisi dari kontraktor,
adanya tekanan berupa ancaman atau

intimidasi untuk memberikan
sejumlah uang demi Kkelancaran
proyek menunjukkan adanya

ketidaksetaraan dalam hubungan kerja
sama. Hal ini menandakan perlunya
strategi yang tidak hanya melibatkan
aturan formal, tetapi juga memperkuat
budaya integritas dan transparansi
dalam setiap tahap pengadaan. Dengan
demikian, pencegahan gratifikasi tidak
semata menjadi tanggung jawab
individu, melainkan bagian dari sistem
tata kelola perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada
strategi manajemen risiko dalam
mencegah praktik gratifikasi dalam
pengadaan barang dan jasa pada
perusahaan air minum daerah. Studi
kasus dari pemberitaan mengenai
oknum pejabat pengadaan yang
memeras  kontraktor  digunakan
sebagai  bahan analisis  untuk
menggambarkan bagaimana risiko ini
muncul, apa factor penyebabnya, dan
bagaimana strategi yang seharusnya
diterapkan untuk mencegah kasus
serupa di masa depan.

2. KERANGKA TEORITIS
Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian
(barang, uang, fasilitas, dsb.) yang
berhubungan dengan jabatan dan yang
daoat memengaruhi serta
menyebabkan penyalahgunaan
kewenangan dalam praktik
pengadaan. Gratifikasi sering muncul
sebagai suap atau pemerasan terhadao
kontraktor (Amiruddin, 2012).

Gratifikasi dalam  konteks
penyelenggaraan negara di Indonesia
didefinisikan  sebagai  “pemberian
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dalam arti luas” yang meliputi uang,
barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan  wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri, maupun
melalui sarana elektronik maupun
tanpa elektronik; pemberian tersebut
bila berhubungan dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban atau
tugas penyelenggara negara dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana
korupsi sesuai UU Nomor 31 Tahun
1999 juncto UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Razak, Sunggara, &

Thalib, 2023).
Perlu diketahui bahwa
gratifikasi bukan hanya sekedar

pemberian materi secara langsung,
tetapi juga mencakup bentuk lain yang
memberikan  keuntungan  kepada
pejabat publik yang berhubungan
dengan tugas mereka dan berpotensi
memengaruhi independensi
pengambilan keputusan dalam
pengadaan barang dan jasa (Saragih,
2017). Sebuah  kajian literatur
menunjukkan bahwa pemahaman
konseptual terhadap gratifikasi juga
penting dalam membedakan antara
gratifikasi yang dianggap suap dan

komunikasi sosial biasa, karena
keduanya  sering  kali  terjadi
bersamaan dalam praktik birokrasi
publik. ~ Studi  teoritis  tentang

gratifikasi dalam konteks korupsi
menegaskan bahwa meskipun secara
sosial gratifikasi dapat disikapi
sebagai pemberian biasa, dalam
kerangka hukum pidana gratifikasi
dianggap  bentuk  korupsi  jika
berkaitan dengan tugas jabatan dan

berlawawan dengan kewajiban pejabat
sehingga perlu dikontrol ketat melalui
pelaporan dan pengawasan internal

(Iskandar, 2023). Pendekatan
konseptual ini merupakan dasar bagi
penelitian  mengenai  pencegahan

gratifikasi dalam oengadaan barang
dan jasa, karena memahami ruang
lingkup dan karakteristik gratifikasi
membantu  mengidentifikasi  pola
risiko dan merancang strategi
manajemen risiko yang efektif.

Faktor-faktor Penyebab Gratifikasi

Gratisikasi dalam pengadaan
barang dan jasa di perusahaan air
minum daerah sebagai bagian dari
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
dapat disebabkan oleh berbgai fktor
utama adalah potensi penyuapan
dalam berbagai aspek operasioal,
seperti perizinan penggalian dan
pemasangan pipa, pengadaan barang
dan jasa, pengawalan anggaran
(misalnya  persetujuan  Raperda
Penyertaan Modal), jual beli jabatan,
dan pengawalan hukum. Lemahnya
system pengawasan internal dan
eksternal juga menjadi pemicu utama,
memungkinkan terjadinya praktik-
praktik koruptif tanpa deteksi.

Selain itu, kurangnya
transparansi dalam proses pengadaan
barang dan jasa di perusahaan daerah
air minum dapat menciptakan celah
bagu tindakn gratifikasi. Proses yang
tidak transparan mempersulit
pengawasan dan  memungkinkan
terjadinya manipulasi serta praktik
gratifikasi yang sulit dilacak. Konflik
kepentingan juga memainkan peran
penting, di mana pejabat atau pihak
berwenang dalam pengadaan barang
dan jasa memiliki kepentingan pribadi
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atau kelompok  yang dapat
memengaruhi keputusan yang diambil
(Meiva Mawikere, Adensi Timomor,
& Joupy G.Z Mambu, 2025).

Faktor lain yang berkontribusi
adlah budaya organisasi yang kurang
menjunjung tinggi integritas dan etika.
Jika budaya organsiasi permisif
terhadap praktik-praktik  koruptif,
maka gratifikasi dapat dianggap
sebagai hal yang lazim dan diterima.
Selain itu, lemahnya penegakan
hukum dan sanksi yang tidak tegas
dapat membuat pelaku gratifikasi
merasa aman dan tidak takut untuk

melakukan tindakan tersebut
(Amiruddin, 2012).
Manajemen Risiko  terhadap

Gratifikasi Pengadaan Barang dan
Jasa

Pengelolaan risiko yang timbul
dari gratifikasi pada proses pengadaan
barang dan jasa keterlibatakan dari
serangkaian strategi yang terstruktur
untuk mengelola potensi risiko secara
efeketif. Identifikasi risiko yang
berfokus pada mengenali kegiatan
atau aktivitas di perusahaan daerah air
minum yang berpotensi menimbulkan
penerimaan gratifikasi dan identifikasi
risiko terkait pengadaan vendor
(Hasanah, 2017). Hal ini dapat
dilakukan  melalui  brainstorming
dengan berbagai pihak terkait,
penggunaan checklist, untuk
memastikan tidak ada aspek yang
terlewat, dan analisis dokumen untuk
melihat pola atau indikasi yang
mencurigakan.

Selanjutnya analisis  risiko,
setelah sebuah risiko diidentifikasi,
tahap selanjutnya adalah mengukur
tingkat  kemungkinan terjadinya

gratifikasi dan dampak yang mungkin
ditimbulkan. Analisis kualitatif dapat
digunakan untuk menilai sifat dan
karakterisitik  risiko,  sementara
analisis kuantitaif dapat memberikan
angka atau perkiraan yang lebih
konkret (Prof. H. Hafied Cangara,
2021)

Pada tahap evaluasi risiko,
prioritas risiko ditentukan berdasarkan
tingkat dampak dan probabilitiasnya.
Risiko dengan dampak besar dan
probabilitas tinggi harus mendapatkan
perhatian lebih besar dan segera
ditangani, heatmap risiko dapat
digunakan untuk memvisualisasikan
dan memprioritaskan risiko
berdasarkan tingkat kepentingannya.

3. METODE PENELITIAN
Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan purposive
sampling, karena peneliti secara
sengaja memilih informan yang sangat
relevan dengan proses pengadaan

barang dan jasa serta potensi
gratifikasi, seperti karyawan
pengadaan dan auditor internal.

Menurut Lenaini (2021) purposive
sampling digunakan untuk memilih
responden yang memiliki Kkriteria
tertentu yang dapat dipilih sebagai
sampel karena dianggap relevan dan
paling bisa memberikan informasi
mendalam dalam penelitian kualitatif.
Selain itu, pendekatan karir ini juga
sesuai dengan penelitian yang
membuktikan bahwa penggunaan non-
probability purposive  sampling
dengan kriteria karyawan yang terlibat
langsung dalam divsi pengadaan
barang dan jasa pemerintah, untuk
memastikan bahwa informan memiliki
wawasan mendalam tentang risiko
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korupsi dalam pengadaan barang dan
jasa (Arifianti, Santoso, & Handajani,
2016).

Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
studi kasus, yang bertujuan untuk
memahami secara mendalam
fenomena gratifikasi dalam pengadaan
barang dan jasa pada perusahaan air
minum daerah. Pendekatan kualitatif
dipilih karena memungkinkan peneliti
untuk memperoleh pemahaman yang
lebih  mendalam tentang mengapa
fenomena terjadi, bukan hanya apa
yang terjadi, dan  seringkali
menghasilkan temuan yang sangat
konsektual yang dipengaruhi oleh latar
sosial budaya subjek penelitian
(Ultavia et al, 2023).

Metode penelitian kualitatif
adalah pendekatan yang digunakan
untuk memahami secara mendalam
realitas sosial, budaya, perilaku atau
pengalaman manusia dalam konteks
alamiah, bukan dalam kondisi yang
dikontrol secara eksperimental atau
kuantitatif (Sutantyo, n.d.).

Lokasi  penelitian  adalah
sebuah Perusahaan BUMD yang
sering melakukan pengadaan barang
dan jasa yang menjadi objek
penelitian, khususnya pada divisi
pengadaan barang dan jasa. Fokus
penelitian ini adalah upaya
pencegahan gratifikasi serta strategi
manajemen risiko yang diterapkan
perusahaan. Nama perusahaan dan
lokasi spesifik dirahasiakan untuk
menjaga kerahasiaan dan etika
penelitian.

Teknik pengumpulan data
yang digunakan meliputi:

1. Wawancara mendalam dengan
pejabat pengadaan, staf

administrasi, dan
pengawasan
(Rachmawati, 2007)

2. Studi dokumentasi berupa SOP
pengadaan,  kebijakan  anti-
gratifikasi, laporan audit, dan
dokumen tender (Rahmawati,
Habsy, & Nursalim, 2025)

3. Observasi non-partisipan terhadap
proses pengadaan dan
pelaksanaan proyek (Hasanah,
2017). Menurut Fikri, Murhayati,
& Darmawan, (2025) pada
penelitian ini  memungkinkan
triangulasi data sehingga hasil
penelitian  lebih  valid dan
terpercaya.

Teknik analisis data dilakukan secara
interaktif mengikuti model Miles &
Huberman, yaitu melalui tiga tahap:
reduksi data, penyajian data, dan

bagian
internal

penarikan kesimpulan/verifikasi
(Spradley & Huberman, 2024).
Reduksi data dilakukan dengan

menyaring informasi penting dari
wawancara dan dokumen. Penyajian
data dilakukan dalam bentuk narasi
tematik (Kualitatif Heriyanto, 2018)
dan penarikan kesimpulan dilakukan
dengan  menghubungkan  temuan
lapangan dengan teori manajemen
risiko dan literatur terkait gratifikasi.

4. PEMBAHASAN
Pencegahan Gratifikasi

Penelitian ini  menemukan
bahwa gratifikasi dalam pengadaan
barang dan jasa muncul dari posisi
strategis pejabat pengadaan yang
memiliki wewenang untuk
menentukan kelancaran proyek. Kasus
oknum perusahaan daerah air minum
yang memeras kontraktor
menunjukkan bahwa pejabat tersebut
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memanfaatkan kekuasaan dan
aksesnya untuk menekan kontraktor
agar membayar sejumlah uang agar
proyek dapat berjalan. Hal ini menjadi
bukti bahwa risiko gratifikasi sangat
mungkin terjadi ketika pengawasan
internal tidak cukup ketat.

Pada sisi mekanisme
pembayaran, pemerasan dilakukan
melalui delapan kali transfer bertahap
ke rekening yang ditentukan oleh
pejabat  pengadaan.  Pola ini
menunjukkan bahwa ada kelemahan
dalam pengendalian transaksi
keuangan dan pemantauan pihak
ketiga, sehingga pejabat berwenang
dapat memanfaatkan celah tersebut
untuk kepentingan pribadi. Temuan ini
menekankan pentingnya pengawasan
sistematis terhadap arus kas dan
dokumentasi pengadaan.

Analisis menunjukkan bahwa
transparansi dalam proses pengadaan
sangat berpengaruh dalam mencegah
praktik  gratifikasi.  Sistem  e-
procurement, jika diterapkan secara
konsisten, dapat meminimalisasi
interaksi langsung antara pejabat dan
kontraktor, sehingga peluang
pemerasan berkurang. Namun, temuan

lapangan menunjukkan bahwa
meskipun sebagian prosedur sudah
terkomputerisasi, masih  terdapat
intervensi manual yang

memungkinkan praktik tidak etis tetap
terjadi. Meskipun didukung dengan
system e-procurement, akan tetap
menciptakan celah baagi praktik tidak
etis. Budaya organisasi yang permisif
juga berkontribusi terhadap timbulnya
gratifikasi yang di mana karyawan
merasa takut untuk melaporkan
pelanggaran.

Hasil wawancara dengan staf
administrasi dan pengawas internal
mengindikasikan bahwa budaya kerja
dan persepsi terhadap gratifikasi juga
memengaruhi  munculnya  praktik
tersebut. Beberapa karyawan merasa
takut melaporkan indikasi pelanggaran
karena risiko tekanan atau sanksi dari
atasan. Hal ini menunjukkan bahwa
pencegahan gratifikasi tidak cukup
hanya dengan aturan tertulis, tetapi
juga memerlukan budaya organisasi
yang mendukung integritas dan
keberanian untuk melaporkan
pelanggaran.

Masalah signifikan yang
mengancam integritas dan
akuntabilitas pelayanan publik ini juga
menunjukkan temuan bahwa posisi
strategis pejabat pengadaan membuat
mereka rentan terhadap pemerasan,
terutama dalam konteks kelemahan
system pengawasan internal dan
eksternal  yang memungkinkan
tindakan korupsi atau gratifikasi tidak
terdeteksi. Hasil wawancara
selanjutnya  menunjukkan  bahwa
praktik gratifikasi dalam pengadaan
barang dan jasa dipandang sebagai
risiko nyata yang berpotensi muncul

akibat  posisi  strategis  pejabat
pengadaan serta kompleksitas
hubungan dengan pihak Kketiga.

Seorang karyawan bagian administrasi

mengungkapkan bahwa meskipun
perusahaan telah memiliki kebiajakan
anti-gratifikasi dan prosedur
pengadaan yang jelas,
implementasinya masih menghadapi
tantangan berupa lemahnya
pengawasan berlapis, keterbatasan

audit eksternal, serta adanya intervensi
manual dalam proses yang seharusnya
berbasis sistem.
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Sementara itu, pihak
pengawasan internal menegaskan
bahwa mekanisme pengendalian
internal belum sepenuhnya optimal
dalam mendeteksi praktik pemerasan
atau gratifikasi secara dini, khususnya
ketika transaksi dilakukan di uar
sistem formal. Selain itu, terdapat
indikasi adanya faktor budaya
organisasi, di  mana  Sebagian
karyawan merasa ragu atau takut
melaporkan indikasi  pelanggaran
karena kekhawatiran terhadap tekanan
struktural dari atasan.

Temuan lainnya adalah
lemahnya pengawasan eksternal.
Meskipun perusahaan tunduk pada
regulasi  nasional tentang anti-
gratifikasi, pengawasan dari lembaga
eksternal atau audit independen
terbatas. Kondisi ini membuka celah
bagi oknum untuk melakukan praktik
pemerasan tanpa terdeteksi lebih
cepat. Strategi manajemen risiko yang
komprehensif ~ harus ~ mencakup
koordinasi dengan lembaga:
pengawas, audit rutin, dan
penggunaan sistem whistleblowing
yang aman dan efektif.

Dalam perspektif manajemen
risiko, penelitian ini menegaskan
bahwa pencegahan gratifikasi harus
dilakukan melalui kombinasi
kebijakan formal, budaya integritas
prosedur transparan, dan penguatan
pengawasan internal.  Langkah-
langkah mitigasi menurut Putri (2020)
yang dianjurkan meliputi:

a. Sosialisasi kebijakan  anti-
gratifikasi

Sosialisasi kebijakan  anti-

gratifikaasi merupakan langkah

awal yang penting dalam

mencegah perilaku koruptif di

lingkungan organisasi. Sosialiaasi
ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman  kepada  seuruh
elemen organisasi atau
perusahaan tetang apa Yyang
dimaksud dengan gratifikasi,
bentuk-bentuk yang termausk
gratifikasi, serta konsekuensi
hukum dan administratif dari
penerimaan  gratifikasi  (Putri,
2020).

Pelatihan integritas bagi
karyawan

Melalui pelatihan yang
diterapkan, karyawan

mendapatkan edukasi tentang
nilai-nilai etika, konsep konflik
kepentingan, dan contoh dilemma
etis yang mungkin karyawan
hadapi di  tempat  Kkerja.
Pendidikan etika dan integritas ini
dikatakan dapat menjadi fondasi
untuk menciptakan organisasi
yang bersih dan akuntabel serta
membantu individu mengenali
dan menyerang potensi tindakan
koruptif atau gratifikasi sebelum
terjadi (Sabrina & Dwiyanti,
2025)
Audit rutin pengadaan

Audit rutin  atas  proses
pengadaan barang dan jasa (PBJ)
merupakan bagian dari system
pengendalian  internal  yang
berfungsi untuk menidentifikasi
dan mencegah kecurangan serta
praktik korupsi. Pelakasanaan
audit berkala baik secara internal
maupun eksternal,
memungkinkan organisasi untuk
menilai  kepatuhan  prosedur,
mengevaluasi penyimpangan,
serta memastikan bahwa setiap
tahapan pengadaan telah berjalan
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sesuai  standar yang telah
diterapkan (Sari, 2025). Audit
yang direncanakan dengan baik
juga dapat menyediakan
informasi terperinci untuk
perbaikan berkelanjutan serta
langkah korektif saat ditemukan
penyimpangan.

d. Pemantauan arus kas proyek
Pemantauan arus kas secara
berkala, dapat mendeteksi
ketidaksesuaian antara realisasi
pembayaran dan rencana anggara,
menidentifikaasi tindakan
perbaikan dengan cepat (Hukum,
Sriwijaya, 2024). Selain itu,
pemantauan arus kas juga
berkaitan erat dengan prinsip
akuntabilitas dan transparansi
yang menjadi bagian  dari
kerangka manajemen risiko yang
efektif di organisasi publik
maupun swasta (Manajemen,
Ekonomi, & Bandar, 2024).
Penerapan strategi ini secara

konsisten akan menekan peluang
munculnya praktik gratifikasi di masa
depan. Secara keseluruhan, hasil
penelitian ~ menunjukkan  bahwa
praktik gratifikasi dalam pengadaan
barang dan jasa bukan hanya persoalan
individu, tetapi juga merupakan
cerminan kelemahan sistem dan
budaya organisasi. Pencegahan efektif
memerlukan sinergi antara aturan
formal, teknologi untuk transparansi,
pengawasan internal, serta kesadaran
karyawan akan integritas. Dengan
demikian, perusahaan air minum
daerah dapat meningkatkan
akuntabilitas dan kepercayaan publik
dalam pelaksanaan proyeknya.

Manajemen Risiko

Dari sisi manajemen risiko,
hasil  penelitian  memperlihatkan
bahwa pendekatan berbasi risiko

belum diterapkan secara
komprehensif.  Identifikasi  risiko
pengadaan masih bersifat

administrative dan belum secara
spesifik memetakan risiko gratifikasi
di setiap tahapan proses. Praktik
brainstorming dan analisis dokumen
dilakukan secara terbatas, biasanya
hanya pada saat terjadi masalag, bukan
sebagai langkah preventif yang
berkelanjutan. Hal ini menyebabkan
organisasi atau perusahaan cenderung
bersifat reaktif bukan preventif dalam
menghadapi potensi penyimpangan.
Analisis ini menunjukkan bahwa
proses  penilaian  risiko  belum
menggunakan parameter yang jelas
untuk  mengukur  kemungkinan
(likelihood) dan dampak (impact) dari
risiko pengadaan. Dalam praktiknya,
Keputusan pengadaan risiko lebih
banyak didasarkan pada pengalaman
individua tau kebiasaan  kerja
sebelumnya. Kondisi ini
meenyebabakan inkonsistensi dalam
penanganan risiko antar proyek.
Terutama pada proyek yang bernilai
besar atau yang memiliki tekanan
waktu tinggi. Di lapangan, hal tersebut
tercermin dari perbedaan perlukan
pengawasan antara proyek rutin dan
proyek non-rutin meskipun Tingkat
risikonya tidak selalu sebanding.
Integrasi antara manajemen
risiko dan sistem informasi pengadaan
belum dilakukannya pengoptimalan.
Data historis pemngadaan, termasuk
pola  keterlambatan, perubahan
kontrak, atau sengketa dengan
penyedia, belum dimanfaatkan secara
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maksimal sebagai basis pembelajaran
risiko. Padahal, pemanfaatan data
tersebut dapat membantu organisasi
membangun peta risiko yang lebih
akurat dan  konsektual, serta
mendukung pemngambilam
Keputusan berbasis risiko di masa
mendatang.

Dari aspek pengendalian risiko,
strategi mtigasi yang diterapkan
cenderung bersifat umum dan tidak
spesifik terhadap karakteristik risiko
pada masing-masing tahapan
pengadaan. Misalnya, penguatan
dokumentasi dan persetujuan berlapis
memang dilakukan, namun belum
disertai dengan mekanisme pengujian
risiko yang berkelanjutan. Hal ini
mengakibatkan kontrol yang ada
berfungsi sebagai formalitas,
sementara potensi penyimpangan tetap
dapat terjadi melalui celah-celah
procedural yang tidak teridentifikasi

sejak awal.

Hasil analisis ini  juga
menunjukkan bahwa pemantauan
risiko  (risk  monitoring)  belum

menjadi bagian dari siklus manajemen
yang berkesinambungan. Evaluasi
risiko biasanya dilakukan setelah
proyek selesai atau ketika muncul
permasalahan bukan selama proses
berlangsung.  Ketiadaan indicator
peringatan  dini  (early warning
indicators) menyebabkan organisasi
kehilangan peluang untuk melakukan
koreksi secara cepat. Dlam konteks
penbgadaan, keterlambatan
identifikasi risiko sering berdampak
pada eskalasi masalag yang lebih
kompleks dan sulit dikendalikan.
Secara keseluruhan, perspektif
manajemen risiko dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa tantangan utama

bukan pada ketiadaan kerangka risiko,
melainkan pada bagaimana kerangka
tersebut  dioperasionalkan  secara
konsisten dan adaptif. Penguatan
manajemen risiko perlu diarahkan
pada peningkatan peran strategis
risiko dalam pengambilan Keputusan,
pengembangan  kapasitas  analisis
risiko serta pemanfaatan informasi
sebagai dasar pengendalian yang
berkelanjutan. Pendekatan ini Kkrusial
agar pegelolaan pengadaan tidak
hanya patuh pada aturan, tetapi juga
mampu mengantisipasi dan
mengendalikan  risiko  gratifikasi
secara proaktif.

5. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Penelitian ini  menyimpulkan
bahwa gratifikasi dalam pengadaan
barang dan jasa di perusahaan air
minum  daerah  muncul  akibat
kombinasi posisi strategis pejabat
pengadaan, lemahnya pengawasan
internal, dan minimnya transparansi
dalam proses pengadaan. Kasus
pemerasan  terhadap  kontraktor
menunjukkan bahwa tanpa strategi
manajemen risiko yang efektif,
peluang praktik tidak etis tetap tinggi.
Pencegahan gratifikasi tidak hanya
bergantung pada aturan formal, tetapi
juga memerlukan budaya organisasi
yang mendukung integritas,
transparansi, dan keberanian
karyawan untuk melaporkan indikasi
pelanggaran.

Berdasarkan temuan penelitian,
beberapa rekomendasi strategis dapat
diterapkan, antara lain:

a. Memperkuat kebijakan  anti-
gratifikasi dan  sosialisasinya
kepada seluruh karyawan.
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b. Mengoptimalkan  sistem  e-
procurement untuk
meminimalkan interaksi langsung
dengan kontraktor.

c. Meningkatkan pengawasan
internal melalui audit rutin dan
pemantauan arus kas proyek.

d. Membangun kerja sama dengan
lembaga pengawas eksternal dan
penerapan sistem whistleblowing
yang aman.

Penelitian  ini  menunjukkan
bahwa pencegahan gratifikasi tidak
dapat dilakukan secara parsial,
melainkan harus terintegrasi dalam
sistem manajemen risiko organisasi,
khususnya pada tahapan perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi
pengadaan barang dan jasa. Temuan
lapagan memperlihatkan bahwa titik
rawan gratifikasi umunya terjadi pada

proses penentuan pemenang,
pelaksanaan kontrak, dan pencairan
pembayaran proyek. Dengan
implementasi  strategi ini  secara

konsisten, perusahaan air minum
daerah  dapat menekan risiko
gratifikasi dan meningkatkan
akuntabilitas dalam pengadaan barang
dan jasa.

Pendekatan manajemen risiko
yang belum berbasis pengukuran
kemungkinan dan dampak risiko
gratifikasi menyebabkan inkonsistensi
dalam penanganan risiko antar proyek
dan antar tahapan pengadaan.
Ketiadaan indikator peringatan dini
dan pemanfaatan data  hsitoris
pengadaan memperlemah kemapuan
organisasi atau perusahaan untuk
mendeteksi potensi  penyimpangan
secara  proaktif. Kondisi ini
berimplikasi pada terbatasnya
efektivitas pengendalian risiko yang

ada. Meskipun secara administratif
telah memenuhi kebutuhan.

Dengan demikian, pencegahan
gratifikaasi di  Perusahaan “X”
memerlukan pergeseran paradigma
dari kepatuhan procedural menuju
manajemen risiko yang bersifat
strategis, adaptif, dan berkelanjutan.
Integrasi  analisis  risiko  dalam
perencanaan,  pelaksanaan, dan
evaluasi pengadaan menjadi prasyarat
penting agar sistem pengadaan tidak
hanya patuh terhadap aturan, tetapi
juga mampus mengantisipasi dan
mengendalikan  risiko  terhadap
gratifikasi secara lebih efektif.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, beberapa saran dapat
dipertimbangakan untuk penelitian
selanjutnya  terkait  pencegahan
gratifikasi dalam pengadaan barang
dan jasa di perusahaan daerah air
minum. Penting untuk
mengembangkan model manajemen
risiko gratifikasi yang lebih spesifik
dan terukur sesaui dengan konteks
perusahaan  daerah air  minum,
termasuk indicator risiko dan strategi
mitigasi yang relevan. Selain itu,
evaluasi terhadap efektivitas program
anti-gratifikasi yang sudah ada harus
dilakukan untuk mengidentifikasi
faktor-faktor ~ yang mendukung
maupun menghambat keberhasilan
program tersebut.

Penelitian juga dapat melibatkan
studi komparatif dengan organisasi
lain yang memiliki praktik terbaik
dalam pencegahan gratifikasi, guna
mendapatkan wawasan berharga dan
lebih terukur mengenai dampaknya
terhadap konversi magang menjadi
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karyawan tetap dan retensi talenta.
Penelitian komparatif lintas sektor
industri  dapat dilakukan  untuk
mengkaji  perbedaan praktik dan
tantangan rekrutmen magang.
Integrasi teknologi berbasis Al dan
analitik prediktif ke dalam proses
seleksi juga menarik untuk dikaji,
mengingat perannya yang semakin
signifikan ~ dalam  meningkatkan
akurasi dan mengurangi bias. Sangat
penting bagi organisasi dan peserta
untuk merangkul digitalisasi proses
rekrutmen, termasuk strategi adaptasi
yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi program magang.

Sejalan dengan perspektif dari
manajemen risiko, disarankan agar
perusahaan “X” menempatkan risiko
pengadaan barang dan jasa sebagai
bagian dari risiko strategis organisasi,
sehingga pengelolaannya melibatkan
manajemen puncak secara lebih aktif
dalam proses pengambilan Keputusan.
Penyusunan peta risiko pengadaan
yang terintegrasi lintas unit perlu
dilakukan secara berkala dengan
menggunakan parameter
kemungkinan dan dampak risiko yang
terukur agar penanganan risiko dapat
dilakukan secara konsisten dan
proporsional.

Perusahaan juga disarankan untuk
mengembangkan mekanisme
pemantauan risiko yang berkelanjutan
dengan  memanfaatkan indikator
peringatan dini  (early warning
indicators) dalam setiap tahapan
pengadaan. Pemanfaatan data historis
pengadaan seperti perubahan kontrak,
keterlambatan proyek, dan temuan
audit sebelumnya, perlu dioptimalkan
sebagai dasar pembelajaran organisasi

atau perusahaan dalam memperbaiki
risiko di masa depan. Selanjutnya
penguatan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) di bidang manajemen
risiko pengadaan perlu menjadi
prioritas, tidak hanya melalui
pelatihan teknis, tetapi juga melalui
pengembangan kemampuan analitis
dalam menilai risiko dan
pengendalian. Pendekatan ini
diharapkan dapat mendorong
pergeseran budaya organisasi dari
sekedae kepatuhan procedural menuju
kesadaran risiko yang lebih matang
dan berorientasi pada pencegahan.
Dengan demikian upaya pencegahan
gratifikasi dalam pengadaan barang
dan jasa dpat dilaksanakan secara
lebih efektif, konsisten, minim risiko,
dan berkelanjutan.
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